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ABSTRAK

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang dimiliki Indonesia, pulau terluar tersebut
harus ditetapak dengan UU agar tidak diklaim oleh negara lain. Proses penyelesaian perbatasan
Indonesia Filipina, berawal pada tahun 1956, delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Filipina mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan tersebut, membahas berkaitan dengan
penemuan dilapangan, sejumlah orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina, dan
sejumlah orang Filipina yang berdiam tanpa izin di daerah Indonesia, dengan demikian, pada tanggal 4
Juli 1956. Perjanjian dipilah menjadi: (1) penyelesaian soal berdiamnya warga negara masing-masing di
wilayah pihak yang lain secara tidak sah; (2) memecahkan soal mondar-mandirnya warga, perjanjian
tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 77 tahun 1957 dan dikenal sebagai Undang-undang
Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan
Republik Filipina. selanjutnya Indonesia Filipina membahas Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
yang berada di pulau Miangas kec. Khusus Miangas Kab. Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara
Indonesia. batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-undang, perjanjian tersebut tertuang melalui
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang “Pengesahan Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesai dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona
Ekonomi Eksklusif, 2014. dalam rangka mengidentifikasi persoalan di atas, maka akan dikaji dan di
teliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses perjanjian perbatasan Indonesia
Filipina di (ZEE) dalam Hukum Nasional; (2) Bagaimana kesesuaian aturan UU No 4 Tahun 2017
tentang perjanjian perbatasan (ZEE) Indonesia Filipina menurut Hukum Islam.

Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini bersifat
deskriptif-yuridis, dan pendekatan yang penyusun gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar
adalah pendekatan yuridis-normatif, pendekatan yang mengacu pada Hukum Nasional dan Hukum
Islam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang berada di
laut Sulawesi Indonesia dan laut Filipina, sudah ditetapkan dalam UU No 4 Tahun 2017. Filipina
mengakui ZEE tersebut merupakan milik Indonesia. Secara yuridisdi di (ZEE) tersebut, Indonesia
memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi baik sumber daya alam hayati
maupun non hayati. Nilai-nilai yang terkandung dalam perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di
(ZEE), nilai yang terkandung tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai dalam Hukum Islam dalam hal ini
Sad Adz-Dzari’ah dan Magqasid Syari’ah. Nilai yang saling mendukung tersebut dalam hal preventif,
dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang
berdampak negatif yang merugikan Indonesia maupun masyarakat yang hidup secara langsung di zona
tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Islam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan
yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang jumlahnya cukup banyak, yakni
sejumlah 17.508. Eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui
dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB United Nations Conference on The

Law of The Sea (UNCLOS 1982).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berbatasan
maritim dengan 10 (sepuluh) negara. Kepastian batas wilayah dan batas
kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, di wilayah laut Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) akan memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak
berdaulat negara Indonesia di perairan tersebut. Khususnya dalam pelaksanaan
penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam
kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan. mineral yang
terkandung di dalamnya dan kontribusi yang positif dalam penguatan
hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, serta pertahanan

dan keamanan.?

! Lutfi Muta’ali dkk, Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI, (Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada Press, 2014), him. 1.

2 Laporan Akhir Penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Filipina Dan Pemerintah Republik Indonesia
Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif. him. 1-2



Salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subyek
hukum Internasional ialah wilayah negara, wilayah negara dapat dibedakan

antara daratan, lautan dan udara.

Yang dimaksud dengan wilayah daratan negara adalah bagian dunia
yang kering, wilayah daratan negara itu dapat merupakan bagian dari benua
atau pulau. Wilayah daratan itu mencakup perairan daratan, perairan berupa
danau dan sungai, danau adalah massa air yang dikelilingi daratan. Negara
berdaulat atas wilayah daratan, kedulatan itu disebut kedaulatan wilayah atau

kedaulatan teritorial.

Yang dimaksud dengan wilayah laut ialah massa air di dunia yang
mengelilingi daratan. Wilayah laut ialah laut beserta tanah yang ada di
bawahnya, tanah di bawah laut ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah
dasar laut. Wilayah laut dapat dibedakan antara wilayah laut yang dikuasai

negara dan wilayah laut yang tidak dikuasai negara.®

Ketentuan; Pasal 551 mengandung: suatu: «definisi Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE), dan mengartikannya sebagai suatu jalur laut yang terletak di
luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada (UNCLOS
1982). Berdasarkan ketentuan pasal 57 (UNCLOS 1982) bahwa setiap negara

pantai atau negara kepulauan berhak menentukan ZEE-nya, yang jaraknya

% Sugeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta,
2010), him. 48-49.



tidak boleh melebihi 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal yang sama

digunakan dalam menetukan lebar | aut teritorial.*

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang ikut menandatangani
Konvensi PBB tentang Hukum Laut United Nations Conference on the Law of
the Sea (UNCLOS 1982). Berdasarkan (UNCLOS 1982) Indonesia
mempunyai hak wilayah teritorial di laut Filipina yang diklaim Filipina
melalui Perjanjian Paris peningalan Amerika Serikat. Indonesia berpendapat
batas garis persegi dalam Perjanjian Paris tidak mengikuti aturan (UNCLOS
1982). Pada Juni 1994 dalam rangka penyelesain sengketa perbatasan diawali
dengan pertemuan dua Pejabat Tinggi antar kedua negara dalam hal Penetapan
Batas Laut di Manado Indonesia. Setelah melaksanakan pertemuan tersebut,
negosiasi kedua negara tidak pernah terjalin lagi sampai pada tahun 2003.
Pada bulan Desember 2003, Arif Havas Oerogseno Kementrian Luar Negeri
Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi dengan Filipina.
Negosiasi ini berjalin dengan baik antara kedua negara samapi pada tahun

2010.°

Dalam melaksanakan penyusunan Undang-undang sesuai dengan
ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982
(United Nations Convention on the law of the Sea, 1982). Yang disahkan

melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, Konvensi Perserikatan

* Didik Mohamad Sodik. Hukum Laut Internasional,(Bandung: Refika Aditama, 2014),
him. 81.

7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Filipina Mengenai Penetapan Zona
Ekonomi Eksklusif, 2014.



Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dan Undang-undang Nomor 43 tahun
2008 tentang Wilayah Negara. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10
Undang-undag Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanian Internasional,
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (c), perlu disahkan oleh Undang-

undang.

Tercatat pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila-Filipina, telah
ditandatangani Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan

pemerintahan Republik Filipina sebagai berikut:

“Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan
Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (Agreement between the
Government of the Republik of Indonesia And the Government of the
Republik of Philipines concerning the Delimitation of the Exclusive

Economic Zone Boundary 2014) ”

Hukum 1internasional merupakan rujukan resmi dari pertentangan atau
perselisihan antar negara, lebih-lebih mengenai masalah batas wilayah negara
sehingga menjadi penting untuk melibatkan hukum ‘internasional. Di samping
itu, dalam Islam meliputi hubungan antara negara-negara muslim itu sendiri,
yang terahir ini dikelompokan pada hubungan antar negara-negara Muslim,
yang didasarkan pada ummah dan solidaritas sebagai muslim. Setidak-
tidaknya, kontribusi Islam dapat dibuktikan melalui teori dan rumusan konsep

pengelompokan negara dalam keadaan perang dan damai. Dalam konsep



syi’ar terdapat beberapa kelompok negara: negara Islam (darul islam), negara
Islam yang ada dalam kekuasaan negara non-Muslim (darul harab), dan
negara dalam keadaan perjanjian (darul ahad). Selain itu, konsep kedaulatan
dalam syi’ar terkait dengan sumber klasik Islam, yaitu dari Ad-Daulah dan

sikap netralitas dari satu negara Islam terhadap negara yang sedang bertikai.®

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, karya ilmiah ini berusaha
mengelaborasi lebih lanjut problem batas wilayah negara, Indonesia Filipina
di (ZEE). yang berada di pulau Miangas, Kec. khusus Miangas Kab.
Kepulauan Talaud, Profinsi Sulawesi Utara, dalam konteks Hukum Nasional
dan Hukum Islam, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam

bentuk skripsi atau karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

PERJANJIAN PERBATASAN INDONESIA FILIPINA DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF STUDI PERBANDINGAN HUKUM

NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis' mengidentifikasikan pokok

masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di

(ZEE) dalam Hukum Nasional ?

® Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung:
Refika Aditama, 2006), him. 37-38.



2. Bagaimana kesesuaian aturan UU No 4 Tahun 2017 tentang
perjanjian perbatasan (ZEE) Indonesia Filipina menurut Hukum

Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan

penelitian ini sebagai berikut:

a. Memberikan pengetahuan tentang zona ekonomi eksklusif, agar
pembaca (utamanya penyusun) mampu memahami dan mengambil
pembelajaran yang baik dari apa yang sudah ditulis.

b. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya hukum Islam dalam
merespon persoalan kontenporer, terutama dalam merespon Zona
Ekonomi Eksklusif seperti penulis teliti sekarang.

2. Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini-adalah sebagai berikut:
a-~ Secara Teoritis
Diharapkan penelitiantini dapat menjadi bentuk pengabdian
bagi penyusun terhadap ilmu pengetahuan secara umum, kemudian
secara khusus dalam subjek studi hukum diharapkan dapat
memberikan pandangan teoritis terhadap perkembangan perjanjian
perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Secara Praktis



Memberikan pandangan tentang studi hukum terhadap
perjanjian perbatasan di zona ekonomi eksklusif sebagai pertimbangan
kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang ada dan sebagai salah satu
pertimbangan bagi para stakeholder atau pengampu kekuasaan bangsa
ini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjut lebih jauh penelitian ini, penyusun terlebih dahulu
melakukan telaah pustaka untuk mencari penelitian-penelitian yang berkaitan,
dan akan mengurai penelitian-penelitian tersebut. Sejauh ini, penelitian yang
berkaitan dengan judul penelitian ini telah banyak dibahas dan dikemas
memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Akan tetapi, penelitian-penelitian
tersebut masih bersifat umum, dan saya tidak mendapatkan penelitian yang
bersifat perbandingan hukum yang ditinjau dari pedoman-pedoman umum
hukum dari dua aspek displin ilmu. Terutama ditinjau dari disiplin Hukum
Internasional dan Hukum Islam. Terutama seperti penelitian yang penulis
lakukan: Penelitian yang bersifat umum telah banyak ditemukan baik karya

ilmia, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya.

Pertama yakni karya ilmiah skripsi, milik Guritno P yang berjudul:
Eksistensi Penetapan Batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Indonesia dan Filipina Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam
Hayati Maupun non Hayati di Perairan ZEE di Wilayah Perairan pulau

Miangas. Program Studi IImu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dari



karya ilmiah di atas, membahas eksistensi negara Indonesia di wilayah ZEE
yang telah melaksanakan perjanjian perbatasan, dalam hal pemanfaatan
kekayaan alam yang berada di wilayah ZEE Indonesia. Yang selama ini masih

kurang perhatian oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah perbatasan.

Kedua yakni karya ilmiah skripsi, milik Nurfaika Ishak yang berjudul:
Pengawasan Penangkapan lkan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI),
Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar. Dari skripsi tersebut, membahas
pengawasan di ZEE indonesia mengenai kegiatan penagkapan ikan, yang
ditinjau dari empat objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur
penangkapan serta alat penangkapan ikan. Empat poin tersebut yang
seharusnya diperhatikan apabilah melaksanakan pengawasan di kawasan Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia.’

Ketiga karya ilmiah skripsi, milik Adri Witika yang berjudul:
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau dari
Prespektif Hukum Internasional, Universitas Jember Fakultas Hukum. Skripsi
tersebut membahas bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam
penegakan hukum bagi kapal yang menangkap ikan di ZEE Indonesia yang

dilakukan kapal asing milik Malaysia di laut malaka.?

"Nurfaikalshak.https://www.google.com/search?q=Nurfaika+lIshak+pengawasan+penang
kapan+ikan+di+zee+indonesia&oq, Akses 29 November 2018.

AndriWikita.https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59581/Adri%20W
itikta%?20-%20090710101213_1.pdf;sequence=1, Akses 1 April 2020.



Keempat karya ilmiah skripsi, milik Nurfaika Ishak yang berjudul:
Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tersebut meneliti
pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di ZEEIl dengan meneliti
peraturan perundang-undangan tentang perikanan dan faktor penghambat

pelaksanaan pengawasan.’

Kelima karya ilmiah skripsi, milik Johanes Egarahadianto Kalembang
yang berjudul Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona
Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna, Program Studi llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi tersebut meneliti
perkembangan hukum nasional Indonesia dapat dicapainya kebijakan yang
perlu dilakukan Indonesia dalam memperkuat Zona Ekonomi Eksklusif di

kepulauan Natuna.'

Melalui telaah pustaka tersebut di atas, dapat ditemukan perbedaan
penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi yang sudah diteliti oleh orang
lain, Skripsi yang penulis teliti‘ini, lebih kepada bagaimana perbatasan dua
negara yang berbatasan wilayah laut secara langsung yang berada di Zona
Ekonomi Eksklusif. penelitian ini juga, merupakan penelitian yang bersifat

perbandingan yaitu perbandingan hukum Nasional dan hukum Islam.

’ http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13586/SKRIPSI-HAN-
NURFAIKA.pdf?sequence=1, Akses 1 April 2020.

1930hanesEgarahadianto, https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=HiuL XtHMK43
79Q0Tpg2wAg&q=skripsi%2C+milik+Johanes+Egarahadianto+Kalembang+yang+berjudul+Keb
ijakan+Indonesia+Dalam+Memperkuat+Hak+Berdaulat+Zona+Ekonomi+Eksklusif+Di+Kepulaua
n+Natuna&og=. Akses 1 April 2020.
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E. Kerangka Teoritik

Selanjutnya untuk mempertajam dan menghindari deskrisi serta
eksplansi yang kurang esensial, penyusun akan menggunakan kerangka teori
sebagai panduan dan pembatas. Lebih dari itu, kerangka teori ini menjadi
penting untuk mempertajam kepekaan dalam mengelolah dan melihat data-

data yang ada.™!

1. Kepastian Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaedah yang
bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan
normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan. Kaedah
adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang
berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap
masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan
apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Adanya

aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.*?

Menurut-Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga)

nilai, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), asas ini meninjau dari aspek

yuridis.

1 Atho ‘Mudzar, Penelitian Agama dan Keagamaan, (Makalah untuk penelitian
penulisan karya ilmiah bagi dosen-dosen senior IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Pusat Penelitian
dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M), IAN Sunan Kalijaga, 1997.

12 sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum(suatu Pengantar), cet. ke-4, (Yogyakarta:
Liberty, 2008), him. 41.
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b. Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas ini meninjau dari aspek
filosofis, dimana keadilan adalah hak semua orang dimata hukum.

c. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid), atau utility.

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum, kaum positivisme lebih menekankan kepada
kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalisme mengutamakan

kemanfaatan hukum.

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dan berupa
keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui
apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap

individu.™

Dalam:menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan,
yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut
harus ada kompromi, ‘harus mendapat perhatian secara proporsional
seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan
kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.
tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan

akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian

¥ Dosminikus Rato, Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, (Yogyakarta:
Presindo, 2010), him. 59.
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hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan
rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi semua
orang, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu
kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak
mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang
oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang
baik dan jelas dalam satu Undang-undang dan akan jelas pula

penerapannya.**

. Sad Adz-Dzariah

Secara bahasa Sad Adz-Dzari’ah (%~ -~) merupakan gabungan

dua kata dalam bentuk Mudhaf-mudhaf Ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu

Sad (2~) dan Adz-Dzari’ah (%m). Kata yang pertama berasal dari kata kerja
Sadda — Yasuddu, yang berarti kebalikan dari membuka sedangkan kata

yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.

Terkait dengan penggunaan kata Adz-Dzari‘ah dalam metode
penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua
bentuk (Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah), dikarenakan apabila
dikatikan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari’ah, maka

kata Adz-Dzari’ah itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

% Ibid., him. 60.
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a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan
mengarah pada kerusakan dengan kata lain apabila hasilnya itu satu
kerusakan, maka penggunaan sarana — baca: Adz-Dzari’ah — adalah

tidak boleh dan inilah yang dimaksud dengan Sad Adz- Dzari’ah.

b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut
dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan
kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka
penggunaan sarana — baca: Adz-Dzari’ah — adalah boleh, hal ini
dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan
sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan Fath

Adz-Dzari’ah.

Ibn Asyur menjelaskan Sad Adz-Dzari’ah sebagai sebuah istilah atau
Laqob yang dipakai dalam para fugaha terkait dengan sebuah konsep upaya
pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan- perbuatan yang
dita’wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati
Mu’tabar pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur
kerusakan . atau Mafsadah. Hal _senada disampaikan oleh Al-Mazri
sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya Sad Adz-Dzari’ah adalah
pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia

tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.
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Metode Sad Adz-Dzari’ah merupakan sebuah metode yang bersifat
preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar

tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.*

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan metode-metode agar
penyusun sebagai subjek mendapatkan jawaban atas permasalahan yang
diharapkan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, yaitu
suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, penyusun
mengumpulkan data dan mempelajari sumber pustaka berupa peraturan
perundang-undangan, buku-buku, publikasi, jurnal, perjanjian-perjanjian,
serta hukum Internasional (UNCLOS 1982), dengan jalan menelaah
bahan-bahan pustaka yang ada relefansinya dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian
Penelitian: ini- bersifat “deskriptif-yuridis'® yaitu mendiskripsikan
pedoman-pedoman hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan
menggunakan analisis berdasarkan tujuan hukum Islam dan hukum

Nasional.

% Nurdhin Baroroh, Metamorfosis ¢’Illat Hukum” dalam Sad-Adz-Dzari’ah dan Fath
Adz-Dzaria’ah (Sebuah kajian perbandingan), Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 2, Desember
2017, him. 293-294.

16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika,2002),
him. 8.
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3. Pendekatan
Pendekatan yang penyusun gunakan untuk memperoleh penjelasan
dan pemahaman pengetahuan yang benar di dalam skripsi ini adalah
pendekatan yuridis-normatif'’ yaitu pendekatan yang mengacu pada
hukum Internasional (UNCLOS 1982), maupun dalam hukum Islam. Agar
bisa dilihat dari nilai keadilan dari kasus ini.
4. Metode Pengumpulan Data
Sebagai penelitian kepustakaan, penyusun mengumpulkan data dan
mempelajari sumber pustaka berupa Hukum Nasional, buku Hukum Laut,
maupun hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-111 di Jenewa
biasa disebut dengan (UNCLOS 1982) dan juga jurnal-jurnal tentang zona
ekonomi eksklusif.
5. Analisa Data
Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar memperoleh
data yang memadai dalam penelitian ini yaitu mencari pedoman-pedoman
umum atau teori-teori. yang memiliki kesamaan hukum yang saling
berhubungan dalam merespon perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di

ZEE yang ditinjau dari'Hukum Nasional dan Hukum Islam.
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif permasalahan yang
diangkat serta landasan-landasan yuridis dan kerangka teori yang digunakan.

Pembahas dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

17 peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 132.
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar
belakang dari tema penelitian kemudian mengerucut kepada rumusan
permasalahan yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan menfaat penelitian,
telaah pustaka, kerangka teori sebagai alat analisis, metode yang digunakan
dalam penelitian, dan sistematika pembahasan menjadi bagian dari bab

pendahuluan.

Bab kedua berisi konsep hukum Nasional mengenai ZEE maupun
dalam Hukum Islam dalam meninjau Perjanjian Perbatasan Indonesia Filipina

di zona ekonomi eksklusif.

Bab ketiga menguraikan sekilas tentang sejarah perjanjian perbatasan
ZEE Indonesia dan Filipina serta sejarah pulau Miangas, maupun kebijakan

pengelolaan pulau Miangas oleh pemerintah Indonesia.

Bab keempat analisis mengenai Perjanjian Perbatasan Laut Indonesia
dan Filipina, baik dari Hukum Internasional maupun Hukum Islam mengenai
keberadaan: perjanjian perbatasan ZEE Indonesia Filipina. Dengan demikian,
akan mengetahui relevansi kedua disiplin ilmu tersebut terhadap perjanjian

tersebut.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi simpulan dari hasil
penelitian serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu

penelitian selanjutnya dalam menambah data-data ilmiah yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian perbatasan laut Indonesia Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif
yang tertuang dalam Undang-undang No 4 Tahun 2017 tentang pengesahan
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di laut Miangas yang
berbatasan dengan negara Filipina, Dengan adanya Undang-undang tersebut,
Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE dalam hal eksplorasi dan eksploitasi
di zona tersebut. Juga dalam hal pemanfaatan sebanyak mungkin untuk
meningkatan ekonomi negara maupun masyarakat yang tinggal di daerah

tersebut.

Dalam pengelolaan pulau terluar pemerintah telah menetapkan arah dan
rencana pengelolaan pulau terluar telah termaktubkan dengan jelas dalam PP
No.6 Tahun 2017 tentang pengamanan perbatasan dan juga dalam PP No. 38
Tahun 2002 tentang Daftar’ Koordinat Geografis Titik-Titik Garis pangkal
kepulauan-Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP-No. 37 Tahun 2008
dimana pemerintah berorientasi mengelola 111 pulau kecil terluar Indonesia.
Sebagai salah satu 111 pulau kecil terluar Indonesia, pulau Miangas menjadi
salah satu lokasi prioritas pembangunan. Dalam upaya prioritas pembangunan
tersebut, adalah untuk memberikan upaya keamanan di Miangas yaitu:
pembangunan infrastruktur sesuai dengan PP Rl No. 97 Tahun 2015

diantaranya pembangunan bandara Miangas, memperkuat jaringan

80
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infrastruktur  Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), dan
pembangunan jalan lingkar Miangas, memperkuat pengawasan TNI sesuai
Keputusan Menteri Pertahanan RI No:Kep/1255/M/XI11/2015, peningkatan
pengawasan Polisi daerah Sulawesi Utara, dan Kementrian Kelautan dan

Perikanan terkait pencegahan illegal fishing.

Kebijakan pertahanan yang dilakukan di pulau Miangas cukup
memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pulau Miangas. selain
keamanan wilayah semakin membaik, pembangunan infrastruktur juga
memberikan peningkatan perekonomian masyarakat Miangas. kendati
demikian, pelanggaran dari Filipina masih kerap kali terjadi menjadi catatan
penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukan national security

yang lebih baik.

Dalam Hukum Islam, memang tidak dapat kita temukan mengenai
Hukum yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif atau Hukum Yang
berkaitan dengan persoalan Global yang diatur dengan rinci dalam Islam,
namun pedoman-pedoman umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia
dalam al-Qura’an dan Hadits maupun taklif para Mujtahid dapat kita temukan.
Dalam Metode Sad Adz-Dzari’ah merupakan sebuah metode yang bersifat
preventif, dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar
tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Dari metode tersebut berkaitan
dengan perjanjian perbatasan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
penting untuk ditetapkan, dikarenakan di ZEE rawan terhadap ganguan-

ganguan keamanan negara dan juga rawan terhadap masuknya Ideologi
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transnasional yang dapat mengangu Kestabilitasan negara. Dengan metode
tersebut, yang telah dilakukan pemerintah dalam hal penjegahan dan
kerusakan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga sepaham

dengan metode Sad Adz-Dzari’ah.

Islam sebagai agama Rahmatan lil alamin, dalam menjaga kehidupan
umatnya dalam al-Qura’an telah diatur, sebagai umatnya wajib untuk
menjalankan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qura’an dalam hal ini
manusia sebagai khalifa Allah yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum
tersebut, agar terwujud ketertiban, keserasian, ketentraman, dan keamanan
bagi semua umat manusia. Berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif,
hukum yang sudah di jabarkan di atas merupakan bagian dari upaya manusia
dalam menjalankan pedoman-pedoman Hukum yang terkandung dalam al-
Qur’an dan Hadits dalam implementasi dalam kehidupan yang nyata, agar
tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat

kelak.

. Saran

Dalam  hal -menjaga hak berdaulat dii Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia yang berada di pulau Miangas, pemerintah harus terus bekerja keras
terutama dalam memperkuat dan mempertegas diplomasi dengan Filipina agar
lebih menghargai batas-batas yang sudah ditentukan bersama. Bila perlu,
pemerintah Indonesia memberikan efek jera kepada negara Filipina.

Pemerintah Indonesia juga harus terus menerus memberikan perhatian kepada



81

masyarakat Miangas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang dalam

mengingat masyarakat Miangas sudah terlalu lama merasa terisolasi.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE,
pemerintah Indonesia harus memberikan sumbangan berupa kapal ikan, agar
masyarakat pulau Miangas, dapat meningkatan surplus pengkapan ikan untuk
kebutuhan dalam negeri maupun dapat di import ke luar negeri. Dan juga

mempermudah dalam hal perijinan dan penyuplaian bahan bakar kapal.
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